
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Eksistensi hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, 

keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya 

kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai 

sarana kemajuan, kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat. 
1
   

 

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi 

hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi 

perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan 

umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi 

sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik 

hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia 

dengan alam sekitar dan menusia dengan negara.  

 

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam 

masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-

citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan 

perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak 
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pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila 

ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya. 
2
 

 

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

atau pelaku tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota 

masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan kata 

lain penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai 

penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi 

masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah 

penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya 

kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik secara kuantitatif dan 

kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian dalam 

kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak pidana 

akan terjadi.  

 

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara 

tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak 

pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor 

penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak 
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pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan 

kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 

hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.  

 

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang 

dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan undang-

undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung 

jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan
3
   

 

Pembunuhan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu 

perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai 

Hak Asasi Manusia. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila 

terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan, maka pembunuhan 

dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 KUHP disebutkan 

bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain 

diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh 

tahun.  
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Pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), 

sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat 

universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, 

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. 

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1, definisi 

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

menyebutkan bahwa HAM meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, 

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Berdasarkan 

pasal di atas, jelaslah bahwa hak untuk hidup merupakan bagian integral dari 

HAM, sehingga negara berkewajiban menyelenggarakan suatu mekanisme 

perlindungan HAM dengan membentuk berbagai aturan dan perangkat penegak 

hukum, sebagai pelaksana perlindungan HAM. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam fungsinya institusi 

penegakan hukum memiliki tugas menciptakan memelihara keamanan dalam 

negeri dengan menyelenggarakan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi 



5 

 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan Polri 

selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.  

 

Upaya untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak terhadap perkara 

yang didakwakan, bukan merupakan hal yang mudah. Hal tersebut harus dengan 

dibuktikan alat-alat bukti yang cukup. Untuk membuktikan bersalah tidaknya 

seseorang terdakwa haruslah melalui proses pemeriksaan di depan pengadilan. 

Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 

didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Berkaitan dengan kasus 

pembunuhan, pihak kepolisian harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam 

mengungkapkan kasus pembunuhan berencana melalui tahapan penyidikan. Salah 

satu tahap penyidikan adalah rekonstruksi, yaitu kegiatan untuk mengungkapkan 

tindak pidana, yaitu dengan cara melakukan adegan ulang peristiwa pidana secara 

terperinci dan sistematis untuk mengetahui secara jelas terjadinya tindak pidana.
4
 

 

Dasar hukum pelaksanaan rekonstruksi adalah Pasal 75 ayat (1) KUHAP yang 

menyatakan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:  

a. Pemeriksaan tersangka;  

b. Penangkapan;  

c. Penahanan;  

d. Penggeledahan;  

e. Pemasukan rumah;  

f. Penyitaan benda;  

g. Pemeriksaan surat;  

h. Pemeriksaan saksi;  

i. Pemeriksaan di tempat kejadian;  

j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;  

k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang  
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Sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf (k) KUHAP di atas maka diketahui 

bahwa rekonstruksi merupakan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan 

dalam undang-undang. Artinya rekonstruksi merupakan bagian dari proses 

penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian dalam rangka melengkapi 

berkas berita acara sebelum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan guna proses 

hukum selanjutnya.   

 

Pada pelaksanaanya, rekonstruksi kasus pembunuhan biasanya dilakukan dengan 

pengawalan yang cukup ketat oleh aparat kepolisian, untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan dari pihak keluarga, kerabat atau teman korban yang merasa 

dendam dan berpotensi membalas perbuatan pelaku kejahatan terhadap korban. 

Rekonstruksi kasus dilakukan secara bertahap melalui berbagai adegan, setiap 

adegan dipotret atau direkam dan dicatat oleh petugas rekonstruksi.  

 

Setelah tahap demi tahap selesai dilaksanakan, maka selanjutnya dibuatkan berita 

acara rekonstruksi sebagai bahan penyidikan lebih lanjut. Semua berkas 

penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian ini kemudian dilimpahkan kepada 

pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut kepada pelaku tindak pidana. 

Rekonstruksi kasus dapat berperan sebagai salah satu alat bukti dan acuan bagi 

institusi penegak hukum yang akan memproses tindak pidana selanjutnya setelah 

penanganan kasus di pihak kepolisian selesai, yaitu kejaksaan dan pengadilan.  

 

Upaya yang dilakukan penyidik tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur:   

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam 

undang-undang ini.  
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(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.  

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dilakukan:  

a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;  

b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan 

tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut 

umum. 

 

 

Contoh kasus fungsi rekonstruksi kasus pembunuhan sebagai alat pembuktian 

pidana oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung adalah rekonstruksi 

pembunuhan oleh tersangka Andri Septa Pubian Putra terhadap Brigadir Agus 

Setiawan dan istrinya Melani pada Senin 8 Juli 2013. Rekonstruksi dilakukan di 

halaman kantor PTPN 7. Pada rekonstruksi itu, polisi memperagakan 20 adegan, 

rekonstruksi merupakan bagian dari penyidikan, yaitu melengkapi berkas dan 

memudahkan pemberkasan.
5
 

 

Rekonstruksi tindak pidana oleh penyidik kepolisian telah diatur dalam Pasal 68 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana: 

(1) Untuk kepentingan pembuktian, Penyidik/Penyidik Pembantu dapat 

melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi. 

(2) Penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara rekonstruksi.   

 

Tujuan rangkaian proses penyidikan diarahkan pada upaya penegakan hukum 

yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum serta menciptakan 

keamanan dan ketertiban masyarakat Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah 

suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses 

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai 
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oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum dan terbinanya 

ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina, mengembangkan potensi 

dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi 

segala pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan dalam Skripsi Berjudul: 

“Analisis Fungsi rekonstruksi kasus pembunuhan sebagai alat pembuktian pidana 

oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah:  

a. Bagaimanakah fungsi rekonstruksi kasus pembunuhan sebagai alat 

pembuktian pidana oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung?   

b. Apakah faktor-faktor penghambat rekonstruksi dalam kasus pembunuhan oleh 

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung ?   

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian 

fungsi rekonstruksi kasus pembunuhan sebagai alat pembuktian pidana. Ruang 

lingkup lokasi penelitian adalah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan 

ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2014. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Untuk mengetahui fungsi rekonstruksi kasus pembunuhan sebagai alat 

pembuktian pidana oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat rekonstruksi dalam kasus 

pembunuhan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung  

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan fungsi rekonstruksi kasus 

pembunuhan sebagai alat pembuktian pidana oleh Kepolisian Resor Kota 

Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai 

aparat penegak hukum.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak 

kepolisian dalam melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum 

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak 

pidana yang semakin kompleks dewasa ini. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum
6
. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

 

a. Fungsi Rekonstruksi 

 

Pengertian rekonstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mengungkapkan suatu 

kasus tindak pidana, yaitu dengan cara melakukan adegan ulang peristiwa pidana 

secara terperinci dan sistematis untuk mengetahui secara jelas, bagaimana 

peristiwa dilakukan, siapa-siapa saja yang terlibat, benda atau alat-alat yang 

digunakan serta waktu terjadinya tindak pidana
7
 

 

Rekonstruksi merupakan bagian dari tindakan penyidikan yang didahului dengan 

penyelidikan. Manakala penyidik menemukan peristiwa yang dinilai sebagai 

tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan. Setelah jelas dan cukup bukti 

bahwa laporan masyarakat tersebut benar, dan memang didapatkan bukti awal 

bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana maka dilaksanakan 

penyidikan.  

 

Tujuan pokok penyidikan adalah utuk menemukan kebenaran dan menegakkan 

keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang 
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penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, 

senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia.  

 

Rekonstruksi kasus pembunuhan memiliki fungsi penting dalam upaya penegakan 

hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan sebagai suatu sistem peradilan pidana yang 

menyelenggarakan penegakan hukum pidana dalam kerangka kerja sitematik, di 

mana tindakan lembaga penegak hukum yang satu memiliki kaitan erat dan tidak 

dapat dipisahkan dari kinerja dengan lembaga lainnya. Sistem peradilan pidana 

tersebut dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencegah 

masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang 

terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang 

bersalah dipidana serta mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan 

tidak mengulangi lagi kejahatannya.
8
 

 

Pada pelaksanaannya, rekonstruksi kasus pembunuhan biasanya dilakukan dengan 

pengawalan yang cukup ketat oleh aparat kepolisian, untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan dari pihak keluarga, kerabat atau teman korban yang merasa 

dendam dan berpotensi membalas perbuatan pelaku kejahatan terhadap korban. 

Rekonstruksi kasus dilakukan secara bertahap melalui berbagai adegan, setiap 

adegan dipotret atau direkam dan dicatat oleh petugas rekonstruksi. Setelah tahap 

demi tahap selesai dilaksanakan, maka selanjutnya dibuatkan berita acara 

rekonstruksi sebagai bahan penyidikan lebih lanjut.  
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12 

 

b. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana 

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

 

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran 

adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap 

lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, 

terlihat dan diaktualisasikan. 

 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, 

maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.  

 

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. 

Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau 
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bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.9 

 

 

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini 

dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah 

sehingga substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga 

sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan 

perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-

perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi.
10

 

 

Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum 

yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide 

ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap 

hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan 

signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang 

lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan 

lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu 

menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum 

yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.  

 

Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut 

dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor 

nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum 

melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum 

                                                 
9
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.  

   Jakarta. 1986. hlm.8-11 
10

 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan 

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 

Jakarta. 1994. hlm.81. 
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memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif 

terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang 

rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu 

kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi 

psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.
 11

 

 

Budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang 

berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. 

Jika masyarakat mempunyai nilai nilai yang positif, maka hukum akan diterima 

dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi 

hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada.membentuk undang-undang 

memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalakan undang-undang untuk 

membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada 

norma hukum adalah jala pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah 

hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar 

hukum. Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal 

justice system) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah 

“satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-

sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama 

dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. 12 

 

Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu 

efektifvitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk 

mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Berkaitan 

                                                 
11

 Ibid. hlm.82. 
12

 Soerjono Soekanto. Op cit. hlm.13 
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dengan hal tersebut, ada anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum 

merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul 

dan mungkin pula tidak timbul. Semakin tinggi taraf kesadaran hukum seseorang, 

akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum
13

 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
14

. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Rekonstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mengungkapkan suatu kasus 

tindak pidana, yaitu dengan cara melakukan adegan ulang peristiwa pidana 

secara terperinci dan sistematis untuk mengetahui secara jelas, bagaimana 

peristiwa dilakukan, siapa-siapa saja yang terlibat, benda atau alat-alat yang 

digunakan serta waktu terjadinya tindak pidana
15

 

b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya
16

. 

c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
17

.  

                                                 
13

 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan 

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 

Jakarta. 1994. hlm.81. 
14

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
15

 Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan, Polri 2012. 
16

 Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  

    Indonesia  
17

 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  

    Indonesia  
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d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan 

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
18

 

e. Pembunuhan adalah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu pebuatan 

melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak 

Asasi Manusia. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
19

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai kajian yang berhubungan dengan 

skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari 

pengertian alat-alat bukti, kepolisian dan tindak pidana pembunuhan 

 

                                                 
18

  Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

    Jakarta. 1993. hlm. 46. 
19

  Leden Marpauang, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta. 2000. 

    hlm. 21. 
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III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data mengenai fungsi 

rekonstruksi kasus pembunuhan sebagai alat pembuktian pidana dan 

faktor-faktor penghambat rekonstruksi dalam kasus pembunuhan oleh 

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung  

 

V  PENUTUP  
 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 


